BUPATI KOTABARU
PROVINS] KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTABARU,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan
dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan

dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan
perubahan APBD tahun anggaran 201 9;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah teniang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20}19;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tenitang  Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimanian sebagar Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahup 2002 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-nor 43353);
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kevangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor b6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4400j;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sisiem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambhahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 442 i;

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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13.
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049)

.
bd

-Undang-Undang Nomor 17 Tzhun 2014 tentang  Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Maielis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilann Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6187);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah {Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5587); sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahunz 2000 entang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4U28);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2712 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344y,

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4578 sebagaimana telal: diubah
dengan Peraruran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tanun 2003
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
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.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Per. erintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 46 143;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Irnformasi Laporan
Penyelenggaraan Femerintahan Daerah Kepada Masyarakat
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1%,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Fengelojaan
Uang Negara/Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738):

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 terilang Investast
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2008
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4812}, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemesrintah Nomor 1 Tahun 2008 teniang I[nvestasi
Pemerintah{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor $S261);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 lentang Standar
Akuntansi Pemerintahan [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembarasn Negars Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2611 Nomor
29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2012 Nomor
S, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan  Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
{Lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 804 1};
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Kenangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 61730},

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 178);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repubhlik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20086 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara Republilk
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tenzang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial vang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Bel-nja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimuna telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial vang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 20:2 tentang

Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754):

. Peraturan Menteri Dalarmr Negeri Nomor 64 Tahun 2013 (eTiLang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintanan Berbasis Akrual
Padu Pemerintuh Dacrah (Berita Negara Repuniik  indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 entang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 20:7 tentang
Pengelompokar. Kemampuan Keuangan Daerah Serta
Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 teniang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabun Anggaran 2019 {Berita Negara Republik Indoncsia Tahun
2018 Nornor 701);

. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dasrah [l.embaran
Baerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambszhan
Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18).

. Peraturan Dacrah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahan 2017

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran
Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2010
tentang Pengelolaan Barang Daerah {Lembaran Daerzh
Kabuparen Kotabaru Takun 2010 Nomor 06);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 {Lembaran Daerah Kabupaten Kcotabaru Tzhun
2018 Nomor 15}



Dengan Persetujuarn Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTARARU
dan
BUFPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menstapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2019.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Kotcbaru Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomeor 15),
diubah sebagai berikut :

Pasal |

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula
berjumlah Rpl.966.353.582.061,00 berkurang sejumlah Rpl156.269.783.137,00
schingga menjadi Rpl.810.083.798.924,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp1.843.927.665.744,00
b. Berkurang Rp{l44.222.053.124 82)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rpl.79G . 705.612.619,18
2. Belanja Dacrah
a. Semula Rpl.958.653.582.061,00
b. Berkurang Rp{154.569.783.137,00)
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Rpl.804.083.798.924,00
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan Rp(4.378.:86.304 82}

3. Pembiayaan Daerah
a. Penenmaan Pembiayaan Daerah

1) Semula Rp22.425.916.317,00
2) Berkurang Rpfl12.047.730.012,18)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Rpl0.378.186.304,82

setelah Perubahan
2. Pengeluaran Pembiavaan Daerah

1) Semula Rp7.700.000.000,00

2] Berkurang Rp{1.700.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp6.000.000.000,00
setelah Perubahan

Jumlah PoinbLiayaan Netwo setelah perubahan Rp4.378.186.304 82
Sisa Lebih Pemnbiayaan Anggaran seteluh Rp0,00

Perubahan (SILPA)

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah schagaimana dimaksugd dalam Pasal 1 angkes 1 terdiri dasi
¢. Pendapatan Asli Daerzh

11 Semula Rpl140.309.405 437,00
2) Berkurang Rp{977.036.789,59)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Rpl39.332.368.647,41
Perubahan
b. Dana Perimbangan
1) Semula Rpl.359.118.990.033,00
2) Berkurang Rp(281.224.097.991,63)

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rpl.277.894.892.041,37



;g

Lain-lain Pendapatan Daerah yvang Sah
1) Semula Rp214.499.270.274,00
2) Bertambah Kpl3d7.974.081.656.40

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp382.478.351.930,40
seteluh Perubahan

{2} Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf a terdir:
dari jenis pendapatan :

a.

Pendapatan Pajak Daerah
1} Semula . Rp44.798.549.932,00
2} Bertambah Rpl1.845.665.035,41

Jumlah Hasil Pajak Daerah setelah Ferubahan Rp56.644.214 967,41

. Hasil Retribusi Daerah
1) Semula Rp6.398.607 560,00
2) Berkurang Rp(300.000.000,00)

Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp6.098.647.560,00

. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yvang Dipisahkan

1} Semuia Rpl2.120.000.000,00
2) Bertambah Rp520,000.000,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rpl2.644.0G0.000,00

setelah Perubahan

. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1) Semula Rp76.992.247.945,00
2) Berkurang Rp(13.042.701.825,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Rp63.849.546.120,00
Sah Setelah Perubahan

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b terdiri dari
Jjenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp519.430.252.033,00

2) Berkurang Rp(104.123.029.991 &3}

Jumiah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Rp415.307.222.941,57
Pajak setelah Perubahan

b. Dana Alokasi Umum

1) Semufa Rp637.837.672.000,00

2) Bertambah /Berkurang Rp(,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan  Rp637.837.672.000,00
¢. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp223.947.148.000,00

2) Bertambah Rp&02.850.000.000.00

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Ferubahan Rp224.744G.G498.000,00
d. Dana Desa (DD)

1} Semula Rpl65.433.272.000,00

2) Bertambah/Berkurang Rp{165.433.272,000,00)
Jumlah Dana Desa (DD} setelah Perubahan Rp0,00

e

. Dana Insenuf Daerah (DID)

1) Semuila Rpi2.470.646.000,00
2) Bertambah/Berkurang Rp(12.470.645.000.00)

Jumlah Dana Insentif Desa (DD} setelah Perubahan Rp0,GO

[4) Lain-las Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada avat 11)
huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan -
a. Pendapatan Hibah

1} Semula Rp70.855.30:.195,00
2) Berkurang Rp{10.000.000.000.00)
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp60.855.301.195,00




(1}

b. Dana Darurat
1) Semula Rp0,00
2) Bertambah / Berkurang Rp0,00
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp0,00
¢. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
1) Semula Rpl173.643,969.079,00
2} Berkurang Rp{29.924 8356.343.60!
Jumlah Duna Bagi Hasil Pajax dari Provinsi Rpl43.719.132.735,4C
setelah Perubahan
d. Dana Penyesuaian dan Qtonomi Khusus
1) Semula Rp0,00
2) Bertambah Rp!77.903.918.000.00
Jumiah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rpl77.902.315 000,00
setelah Perubahan
¢. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
1) S8emula Rp0,00
2| Bertambah /Berkurang Rp0.00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Rp0,00
dari Pemerintah Daerah lainnya sctelah Perubahan

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1| angka 2 terdirt dari -
a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp871.676.038,027,00
2) Berkurang Rp(31.306.940.934 00)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelan Rp840.369.097.093,00
Perubahan
b. Belanja Langsung
1) Semula Rp1.086.977.544.034,00
2) Berkurang Rp{123.262.842.203,00)
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan RpY963.714.701.831,00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a terdiri
dart jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula Rp554.624.685.850,00

2) Berkurang Rp{26.522 525.800.00}

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp328.102.160.050,00
b. Belanja Bunga

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah /Berkurang Rp0,00

Jumnlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp0,00
¢. Belanja Subsidi

1) Semula Rp(,00

2) Bertambah/Berkurang Rp0,Q0

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp0,00
d. Belanja Hibah

1) Semula Rp26.309.480.610,00

2) Bertambah Rpl1.770.059.000,00

Jumnlah Belanja Hibah seteiah Perubahan Rp28.079.539.6)0,00
¢. Belanja Bantuan Sosial

1} Semula Rp4.280.000.000,00

2) Bertambah /Berkurang Rp0.00

Jumilah Belanja Bantuan Sosial setelah Rp4.280.000.0C0,00

Perubahan



{. Belanja Bagt Hasil Kepada Pemerintzhan Desa

1} Semula RpS5.350.000.000,00
2) Bertambah /Berkurang Rp0,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan  Rp3.350.000.000,00
Desa setelah Perubahan

g Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa

1) Semula Rp279.111.871.567,00
2} Berkurang Rp(6.554.474.134.00}
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Rp272.557.397.433,00

Pemerintahan Desa setelah Perubahan
h. Belanja Tidak Terduga
1} Semula Rp2.000.0006.000,00
2) Bertambah /Berkurang Rp0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp2.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf b terdiri dari
jenis belanja :
a. Belanja Pegawai

1] Semula Rpl143.936.494 360,00

2} Berkurang Rp(8.438.560.060,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rpi1335.497.934.300.00
b. Belanja Barang dan Jasa

1} Semula Rp430.:197.150.084,0u

2) Bertambah Rp628.162.575 00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Rp430.825.312.639,00

Perubahan
¢. Belanja Modal

1} Semula RpS512.843.899.590,00

2) Berkurang Rp(ll5.452.444.718.00

Jumiah Belanja Modal seteiah Perubahan Rp397.391.454.872,00

Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri

dari: x
a. Penerimuan

1) Semula Rp22.425.916.317,00

2) Berkurang Rp(12.047 730.012,18)

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp10.378.186.304,82
b. Pengeluaran

1} Semula Rp7.700.000.000,00

2} Berkurang Rp(1.700.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran Perubahan Rp6.0060.000.00C,00

(2] Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dasi jenis
pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya (SiLPA)

1} Semula Rp20.725.916.317,00
2) Bertambah Kp{10.347.730.012,18j}
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Rpl10.378.186.304,00

setelah Perubahan

b. Pencairan Dana Cadangan
i) Semula Rp0,00
2) Bertambah/Berkurang Rp0,00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Rp0,00
Perubahan



¢. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah vang Dipisahkan

1) Semula

Rp0,00

2) Bertamnbah/Berkurang Rp0,00

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Rp0,00
Dipisahkan setelah Perubahan
d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula

Rp0,00

2] Bertambah /Berkurang Rp0.00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Rp0,00

Perubahan

¢. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula Rpl.700.000.000,00
2) Berkurang Rp(1.700.000.000,00}

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp0,00
setelah Perubahan

{3) Pengeluaran

pembiayaan

sebagaimana dimaksud padu ayat {1} huruf b terdiri dari jenis

a. Pembentukan Dana Cadangan

1] Semula

Rp0,00

2} Bertambah Rp0,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan RpQC,00
Setelah Perubahan

b. Penyertaan Modal [Investasi} Pemerintah Daerah

1) Semula

Rp6.000.000.000,00

2) Bertambah /Berkurang Rp0,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pernerintah Rp6.000.004.000,00

Daerah set

elah Perubahan

¢. Pembayaran Pokok Utang

1] Semula Rp0,00

2] Bertambah Rp0,00

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Rp0,00
Perubahan

d. Pemberian
1} Semula

Pinjaman Daerah
Rp1.700.000.000,00

2} Bertambah/Berkurang Rp(l .700.600.020 .00

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Rp0.,00
Perubahan

Pasa:i 5

Urzian lebih Janjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belunja Daerah

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran vang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraruran Daerah imi, terdiri dar

1

5]
Lt

3

4

wn

. Lampiran |
. Lampiran 1l

. Lampiran lla
. Lampiran 11
Lampiran IV

. Lampiran V

. Lampiran VI

Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemesinsahan
Daerah dan Organisast;

Ringkasan Perubahan APBD menurut Organisasl dan Urusan
Pemerintahan;

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Uruisan Pemerniniahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi delam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumiah Pegawal Per Goluongan dan Per
Jabatarn;,



8. Lampiran VI Laporan Keuangan Pemerintah Daerah vang telah ditetapkan
dengan peraturan daerah;

9. Lampiran VIII Daftar keglatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya vung beluin
disclesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggsran ing;

10. Lampiran IX Daftar pinjaman daecrah dan obligasi daerah.

Pusal &

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Bup:it,

Pasai 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat {2) huruf a berlaku sejak
tanggal 14 Oktober 2019

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap ovrang mengetahuinva, memerintahkan pengundabgar  Perdliat
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabura.

Ditetapkan di Kotabaru
L p&d&a,a\nggai 14 Oz(mber 2010

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 14 ONcr 2019

bLth}‘ARiS Bmam BUPATEN KOTABARU,

C\ - H:SMD AKHMAD
LEMBARAN D‘RERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN: (4, 101/2019)



